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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai penetapan pengadilan atas perjanjian

perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan

tersebut dilatar belakangi dengan adanya pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan penetapan

perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung namun belum dicatatkan di

Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat suatu rumusan masalah yaitu

bagaimana kekuatan hukum penetapan pengadilan terkait perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di

kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung dan bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan

yang dibuat oleh Notaris akan tetapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan

berlangsung terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis

normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan antara

WNI dan WNA menimbulkan beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang

tidak dicatatkan setelah perkawinan berlangsung. Terutama mengenai ketentuan hak milik atas suatu tanah,

maka dari itu majelis hakim harusnya meminta daftar atau list harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan

suami istri tersebut sebelum memberikan suatu penetapan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh

pihak terkait. Kemudian pasangan suami istri sebelum memohon pengesahan perjanjian perkawinan kepada

pengadilan, sebaiknya para pihak membuat surat pernyataan dari ada atau tidak adanya pihak ketiga yang

tersangkut dalam pemisahan harta kekayaan perkawinan yang tertuang dalam akta notarial perjanjian

perkawinan tersebut.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>	

In this thesis, the authors raised the legal issues concerning the determination of the court of marriage

agreement that is not registered in the office of religious affairs after the marriage took place. The problem is

based on the presence of married couples who apply for the establishment of a marriage agreement that has

been made before the marriage takes place but has not been registered in the Office of Religious Affairs.

Based on it writer raised a formulation problems which are how legal force of the court ruling related

agreement marriage is not registered in the office of religious affairs after marriage ongoing and and how the

consequences of marriage law law made by Notary but not registered in the office of religious affairs after

the marriage took place against the parties third. Research methodology used in the this is the method
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juridical normative with typologies research used to answer problems in this research using research is

descriptive analytical. The result of this study is that marriage between Indonesian citizens and foreigners

gives rise to some legal consequences caused by marriage agreements that are not registered after marriage

takes place. Especially regarding the provision of property rights to a land, therefore the panel of judges

should request list or list of property owned by the couple before giving a determination to provide legal

certainty for all parties concerned. Then the married couple before applying for the marriage agreement to

the court, the parties should make a statement of the presence or absence of a third party involved in the

separation of marriage property contained in the notarial deed of the marriage agreement. 


